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BAB |
PENGERTIAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN PROSES
PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN

Sifat dan sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan
sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak ada batasan yang
dianggap memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Itulah sebab-
nya definisi yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya satu sama
lain berbeda. Bisa jadi perbedaan itu terletak pada orientasinya, konsep dasarnya,
falsafah yang melandasinya, dan fungsi atau aspek penekanannya.

Beberapa definisi pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya dapat dikemu-

kakan di bawah ini.

1. Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya.
Dalam hal ini pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu
generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, tatkala seorang bayi dilahirkan di
lingkungan masyarakat tertentu, di dalamnya sudah ada nilai-nilai kebudayaan
seperti kebiasaan-kebiasaan, perintah, anjuran, ajakan, dan larangan-larangan
tertentu yang dikehendaki masyarakat. Demikian juga mengenai banyak hal seperti
agama, bahasa, makanan, pekerjaan, perkawinan, cara menerima tamu, bercocok
tanam dsb. Nilai-nilai budaya ini mengalami transformasi dari generasi tua ke
generasi muda. Bentuk transformasi ini ada tiga macam, yaitu, nilai-nilai yang
dianggap masih cocok diteruskan seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, kepeduli-
an, kesabaran, disiplin, dll., yang kurang cocok diperbaiki, seperti tata cara pesta
perkawinan/ulang tahun, dan yang tidak cocok diganti, seperti pendidikan seks yang

dahulu ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal.

2. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi.
Dalam hal ini pendidikan didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang sistematik dan

sistemik terarah pada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematik karena



berlangsung melalui tahap-tahap yang berkesinambungan, dan sistemik karena
berlangsung dalam semua situasi dan kondisi di semua lingkungan yang saling
mengisi (rumah, sekolah, dan masyarakat). Proses pembentukan pribadi meliputi
dua sasaran, yaitu bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah
dewasa, dan bagi yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Pembentukan pribadi atas
usaha sendiri ini disebut zelf vorming.

Seorang bayi kepribadiannya belum terbentuk, maka dalam proses
pembentukan kepribadian ini diperlukan bimbingan, latihan-latihan, dan peng-
alaman melalui pergaulan dalam lingkungannya, khususnya lingkungan pendidikan.
Bagi yang sudah dewasa, pengembangan diri agar meningkat dan lebih berkualitas
dipicu oleh tantangan hidup yang selalu berubah. Pembentukan pribadi ini
mencakup pembentukan cipta, rasa, dan karsa (kognitif, afektif, psikomotor) yang
sejalan dengan perkembangan fisik. Inilah yang disebut long life educations (pendi-

dikan sepanjang hayat).

Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warga.

Dalam hal ini pendidikan didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk
membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Tentu saja istilah
warga negara yang baik itu relatif, bergantung kepada falsafah negara dan tujuan
nasional masing-masing yang berbeda. Bagi Indonesia, tentu saja yang sesuai
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jabaran selanjutnya terdapat
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

beserta aturan-aturan pelaksanaannya.

. Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja.

Dalam hal ini pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik
sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar ini berupa
pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja. Hal ini sangat penting
karena bekerja adalah kebutuhan pokok manusia untuk mencari nafkah sehingga
menjadi penopang kehidupan diri dan keluarganya, tidak bergantung kepada dan

menggangu orang lain.



Redja Mudyahardjo (2001:3-12) mengemukakan tiga definisi tentang pendidikan,

yaitu definisi maha luas, definisi sempit, dan definisi alternatif atau luas terbatas.

1. Definisi Maha Luas :
Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala peng-alaman belajar yang
berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah
segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Karakterisik
khususnya, masa pendidikan berlangsung seumur hidup dalam setiap saat selama
ada pengaruh lingkungan. Lingkungan pendidikannya adalah segala lingkungan
hidup baik yang khusus diciptakan untuk kepentingan pendidikan maupun yang ada
dengan sendirinya. Bentuk kegiatannya terentang dari bentuk-bentuk yang
misterius atau tak disengaja sampai dengan yang terprogram, dan berlangsung
dalam aneka ragam bentuk, pola, dan lembaga. Tujuannya terkandung dalam
setiap pengalaman belajar, tidak ditentukan dari luar, yaitu pertumbuhan, tidak

terbatas. Dengan demikian tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup.

2. Definisi Sempit :
Pendidikan adalah sekolah, yaitu pengajaran yang diseleng-garakan di sekolah
sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang
diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar
mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-
hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Karakteristik khususnya, masa pendidikan
berlangsung dalam waktu terbatas, yaitu masa kanak-kanak dan remaja. Lingkungan
pendidikannya diciptakan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan, dan secara
teknis berlangsung di kelas. Bentuk dan isi kegiatannya tersusun secara terprogram
dalam bentuk kurikulum. Kegiatan ini lebih berorientasi pada kegiatan guru
sehingga guru mempunyai peranan yang sentral dan menentukan. Tujuan
pendidikannya ditentukan dari luar dan terbatas pada pengembangan kemampuan-

kemampuan tertentu untuk mempersiapkan hidup.

3. Definisi Alternatif atau Luas Terbatas :

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilaku-kan oleh keluarga, masyarakat, dan pe-
3



merintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan, yang
berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan
peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup
secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-
pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan
informal di sekolah, dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup dan bertujuan
optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar di kemudian
hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Karakteristik khususnya, masa
pendidikan berlangsung seumur hidup, vyang kegiatan-kegiatannya tidak
berlangsung sembarang, tetapi pada saat-saat tertentu. Lingkungan pendidikannya
dalam sebagian lingkungan dari hidup, tidak berlangsung dalam lingkungan hidup
yang tergelar dengan sendirinya. Pendidikan hanya berlangsung dalam lingkungan
hidup kultural. Kegiatannya dapat berbentuk pendidikan formal, nonformal, dan
informal, dan dapat berupa bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan.

Sementara itu definisi pendidikan dan pendidikan nasional menurut Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah :

1. Pendidikan.
Adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negara.

2. Pendidikan Nasional.
Adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap
terhadap tuntutan perubahan zaman.
Berkaitan dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia, sekaligus

saja di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian (Pasal 1 UU No. 20/2003) :



. Sistem Pendidikan Nasional.
Adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk

mencapai tujuan nasional.

. Peserta Didik.
Adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui
proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan

tertentu.

. Tenaga Kependidikan.
Adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan.

. Pendidik.

Adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor,
pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang
sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggara-kan

pendidikan.

. Jalur Pendidikan.
Adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam

suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

. Jenjang Pendidikan.
Adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan

peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

. Jenis Pendidikan.
Adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan

pendidikan.

. Satuan Pendidikan.

Adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada ja-
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lur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

9. Pendidikan Formal.
Adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

10. Pendidikan Nonformal.
Adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara

terstruktur dan berjenjang.

11. Pendidikan Informal.

Adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

12. Pendidikan Anak Usia Dini.
Adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

. TUJUAN PENDIDIKAN

Paulo Freire (1984) dalam Made Pidarta (1997:17-18) mengemukakan pandangan
tentang tujuan pendidikan, bahwa pendidikan hendaklah membuat manusia manjadi
transitif, yaitu suatu kemampuan menangkap dan menanggapi masalah-masalah
lingkungan serta kemampuan berdialog tidak hanya dengan sesama, tetapi juga
dengan dunia beserta segenap isinya. Dalam pada itu Alvin Toffler (1987) menyoroti
tujuan pendidikan dikaitkan dengan kemajuan teknologi di masa depan. Teknologi
masa depan akan menangani arus materi fisik, sementara itu manusia akan menangani
arus informasi dan wawasan. Karenanya kegiatan manusia akan semakin terarah
kepada tugas intelektual sebagai pemikir dan kreatif, bukan hanya melayani mesin-
mesin. Sementara itu Samuel Smith (1986) membuat kesimpulan dari pandangan para

ahli tentang tujuan pendidikan mutakhir. Kesimpulannya cukup beragam, mulai dari
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usaha memberikan pengalaman hidup bagi para peserta didik dan warga belajar,
kegiatan ilmiah, pelayanan terhadap pengembangan kemampuan dan minat, metode
belajar yang baik, kebebasan individu, cinta kasih terhadap sesama, sampai dengan
pentingnya hubungan antara guru dengan peserta didik dan warga belajar.

Tujuan pendidikan memuat nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah
untuk kehidupan. Oleh karenanya tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu
pertama, memberi arah kepada segenap kegiatan pendidikan, dan kedua, merupakan
sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.

Sebagai salah satu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi
penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Justru segenap kompo-
nen dari seluruh kegiatan pendidikan itu dilakukan semata-mata terarah pada dan
ditujukan untuk pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Demikianlah, maka kegiatan-
kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan pendidikan dimaksud, dianggap menyim-
pang, tidak fungsional, bahkan salah, sehingga harus dicegah jangan sampai terjadi.
Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan pendidikan bersifat normatif, yaitu
mengandung kaidah yang bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat
perkembangan peserta didik, serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai
kehidupan yang baik.

Demikian pentingnya tujuan dan fungsi pendidikan, maka menjadi keharusan
bagi kalangan pendidikan untuk memahaminya. Kekurangfahaman terhadap tujuan
dan fungsi pendidikan menurut Langeveld (1955), akan berakibat kesalahan/kekeliruan
dalam melaksanakan proses pendidikan. Tujuan pendidikan pun bersifat abstrak
karena memuat nilai-nilai yang juga sifatnya abstrak. Tujuan yang demikian, sifatnya
umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sangat sulit pelaksanaannya di
dalam praktek. Padahal pendidikan harus berupa tindakan nyata yang ditujukan pada
peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu, dan meng-
gunakan alat tertentu. Jadi, dalam pelaksanaannya harus dibuat jelas secara eksplisit,
konkrit, dalam lingkup kandungan terbatas. Di sinilah perlunya memerinci tujuan
umum sehingga menjadi tujuan yang bersifat khusus dan terbatas, agar mudah
dilaksanakan dalam praktek. Itulah sebabnya tujuan pendidikan diurai menjadi tujuan

umum dan tujuan khusus. Umar Tirtarahardja dan S.L. La Sulo (2003:38) memberikan
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contoh perbandingan tiga macam tujuan pendidikan.

1. Membimbing peserta didik agar menjadi manusia berjiwa Pancasila. (Sangat abstrak,
umum, luas, dan sulit direalisasikan).

2. Menumbuhkan jiwa demokratis pada diri peserta didik. (Masih bersifat umum,
belum mudah untuk direalisasikan).

3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pendapat.
(Lingkupnya terbatas dan mudah dilaksanakan).

Selanjutnya menurut Umar Tirtarahardja, beberapa hal yang menyebabkan
perlunya tujuan khusus dalam pendidikan antara lain :

1. Pengkhususan tujuan memungkinkan dilaksanakannya tujuan umum melalui proses
pendidikan.

2. Adanya kekhususan dari peserta didik, yaitu yang berkenaan dengan jenis kelamin,
pembawaan dan minat, kemampuan orang tua/wali, lingkungan masyarakat.

3. Kepribadian yang menjadi sasaran untuk dan dikembangkan bersifat kompleks
sehingga perlu dirinci dan dikhususkan, aspek apa yang dikembangkan.

4. Adanya tahap-tahap perkembangan pendidikan. Dalam hal ini jika proses dari satu
tahap pendidikan tercapai, maka disebut tujuan sementara telah tercapai, dan
disambung untuk tahap pendidikan berikutnya. Contohnya : Tujuan SD, tujuan SMP,
tujuan SMA, dst.

5. Adanya kekhususan masing-masing lembaga penyelenggara pendidikan seperti pen-
didikan kesehatan, pertanian, olah raga, dsb. atau pun jalur pendidikan seperti jalur
pendidikan sekolah dan luar sekolah.

6. Adanya tuntutan persyaratan pekerjaan di lapangan yang harus dipenuhi oleh
peserta didik sebagai pilihannya.

7. Diperlukan teknik tertentu yang menunjang pencapaian tujuan lebih lanjut, misal-
nya membaca dan menulis dalam waktu yang relatif pendek. Tujuan khusus yang
berhubungan dengan ini bersifat teknis yang berfungsi sebagai tujuan antara.
Karena sifatnya teknis (tidak ideologis), maka bisa berlaku dalam pendidikan yang
berbeda ideologinya.

8. Adanya kondisi situasional, yaitu peristiwa-peristiwa yang secara kebetulan muncul

tanpa direncanakan. Dalam hal ini jika dipandang perlu, pendidik dapat bertindak
8



dengan maksud/tujuan tertentu. Contohnya, ada murid yang berprestasi, guru lalu
memberi pujian dengan maksud murid terdorong untuk belajar lebih giat
(reinforcement).

9. Kemampuan yang ada pada pendidik sendiri.

Dalam praktek, terutama pada sistem persekolahan, di dalam rentang antara
tujuan umum dengan tujuan khusus, terdapat sejumlah tujuan antara. Tujuan antara
ini berfungsi untuk menjembatani pencapaian tujuan umum dari selumlah tujuan
khusus. Umumnya ada empat jenjang tujuan yang di dalamnya terdapat tujuan antara,
yaitu : Tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional.

1. Tujuan Umum Pendidikan Nasional Indonesia ialah manusia Pancasila.

2. Tujuan Instansional adalah tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan
tertentu untuk mencapainya. Contohnya, tujuan pendidikan SD berbeda dengan
tujuan tingkat menengah, dsb. tujuan pendidikan kesehatan tidak sama dengan
tujuan pendidikan pertanian, teknik, dsb. Jika semua lembaga pendidikan dapat
mencapai tujuannya, berarti tujuan nasional tercapai, yaitu terwujudnya manusia
Pancasilais yang memiliki bekal khusus sesuai dengan misi lembaga pendidikan di
mana seseorang menggembleng diri.

3. Tujuan Kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran/perkuliahan.
Contohnya, tujuan IPA, IPS, bahasa, matematika, dsb. Setiap lembaga pendidikan
dalam rangka mencapai tujuan instansionalnya menggunakan kurikulum. Nah,
tujuan kurikulum ini disebut tujuan kurikuler.

4. Tujuan Instruksional, yaitu tujuan pokok bahasan dan subpokok bahasan dalam
materi kurikulum bidang studi. Tujuan instruksional ini adalah penguasaan materi
pokok bahasan/subpokok bahasan, yang disebut Tujuan Instruksional Umum (TIU)
atau sekarang disebut Tujuan Pembelajaran Umum (TPU), dan Tujuan Instruksional
Khusus (TIK) atau Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK). TIK/TPK merupakan tujuan
yang terletak pada jenjang terbawah dan paling terbatas ruang lingkupnya, serta
bersifat operasional dan terkerjakan (workable).

Macam-macam tujuan pendidikan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai

berikut :



Tujuan Pend. Nas. ‘ Umum, Luas, Abstrak

A
wme SO O O

Tkl OO OO OO OO

TIU
000 000 00O 000 000 000 000 000 000 000000 000
v
Khusus,
TIK Terbatas,
Konkrit,
Workable.

Sumber : Umar T. dan S.L. La Sulo (2005:40).

Membicarakan tujuan pendidikan akan menyangkut sistem nilai dan norma-
norma dalam konteks kebudayaan, baik dalam mitos, kepercayaan dan relegi, filsafat,
ideologi, dsb. Karena itu dalam menentukan tujuan pendidikan, menurut Hummel
(1977) dalam Uyoh Sadulloh (2003:58-59), terdapat tiga nilai yang harus diperhatikan,
yaitu :

1. Otonomi (autonomy), yaitu memberi kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan
secara maksimum kepada individu maupun kelompok untuk dapat hidup mandiri
dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik.

2. Keadilan (equity), yaitu bahwa tujuan pendidikan harus memberi kesempatan
kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan
berbudaya dan kehidupan ekonomi, dengan memberi pendidikan dasar yang sama.

3. Perjuangan bertahan hidup (survival), yang berarti dengan pendidikan akan
menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Sementara itu tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
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tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah “untuk berkembangnya potensi pe-serta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

. FUNGSI PENDIDIKAN

Fungsi pendidikan dalam arti sempit (mikro), menurut Fuad lhsan (1996:11) adalah
membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan
secara luas (makro) adalah sebagai alat :

1. Pengembangan pribadi.

2. Pengembangan warga negara.

3. Pengembangan kebudayaan.

4. Pengembangan bangsa.

Sementara itu fungsi dasar pendidikan menurut Oteng Sutisna (1989:52-53)
adalah :

1. Pengembangan individu (aspek-aspek hidup pribadi) : Etis, estetis, emosional, fisis.

2. Pengembangan cara berpikir dan teknik memeriksa : Kecerdasan yang terlatih.

3. Penyebaran warisan budaya : Nilai-nilai sivik dan moral bangsa.

4. Pemenuhan kebutuhan sosial yang vital, yang menyumbang kepada kesejahteraan
ekonomi, sosial, dan politik (lapangan teknik).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pendidikan berfungsi “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa.”

Lebih luas lagi bahwa fungsi pendidikan secara nasional adalah untuk meme-
rangi segala kekurangan, keterbelakangan, kebodohan, dan memantapkan ketahanan
nasional serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berdasarkan kebudayaan
bangsa dan kebhinnekatunggalikaan. (Soebagio Atmodiwirio, 2000:30).

Mengenai fungsi sistem pendidikan nasional, H.A.R. Tilaar, (1992) dalam Soeba-
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gio, (2000:30-31), membaginya dalam dua bagian, yaitu :

1. Fungsi Umum, meliputi:
a. Kategori politik, yang menekankan pada pertumbuhan nasionalisme yang sehat
pada setiap sikap dan cara berpikir anak Indonesia;
b. Kategori kebudayaan, yang menekankan pembudayaan nilai-nilai nasional

termasuk inti kebudayaan daerah.

2. Fungsi Khusus, meliputi dua dimensi :

a. Dimensi teknis, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan anak luar biasa, anak
cerdas, pendidikan keluarga, hak-hak peserta didik (bakat dan minat), anak cacat,
dan pentingnya bahasa daerah bagi pembentukan intelektual dan kepribadian
peserta didik;

b. Dimensi pembangunan, vyaitu kaitan pendidikan dengan lingkungan sosial,
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, biaya ditanggung bersama
antara pemerintah dan masyarakat, hari libur sesuai dengan kondisi sosial-
budaya, fungsi bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dan memperkaya
bahasa nasional, peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan.

Karenanya, dengan mengacu kepada kategorisasi Jeane Bellatien (Soebagio,

2000:31), fungsi sisdiknas dapat dikategorikan dalam :

1. Fungsi sosial, memerangi segala keterbelakangan dan kebodohan.

2. Fungsi pembaharuan dan inovasi, meningkatkan kehidupan dan martabat manusia.

3. Fungsi pengembangan sosial dan pribadi, meningkatkan ketahanan nasional serta
rasa persatuan dan kesatuan berdasarkan kebudayaan bangsa.

4. Fungsi seleksi, mengembangkan kemampuan (kompetensi) manusia Indonesia.

Dalam pada itu tujuan dan fungsi pendidikan dalam masyarakat di semua negara
sifatnya hampir universal (umum), tetapi cara mencapainya sangat beragam, bahkan di
antara kelompok atau kelas sosial dalam masyarakat sendiri bisa berbeda. Hal ini
dipengaruhi juga oleh tingkat industrialisasi, demikian juga sistem politik yang ada di

negara bersangkutan.
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D. PROSES PENDIDIKAN

Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan
oleh pendidik yang terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Proses pendidikan
ini sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses
pendidikan meliputi dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya.
Dua segi kualitas proses ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, atau dengan kata
lain saling bergantungan membentuk sistem. Dengan demikian, kendati komponen-
komponennya seperti prasarana dan sarana serta biayanya cukup baik, tetapi jika tidak
ditunjang dengan pengelolaan yang handal, maka capaian tujuan tidak akan optimal.
Sebaliknya, jika pengelolaanya cukup baik tetapi dalam kondisi serba kekurangan, hasil
capaian juga tidak akan optimal.

Pengelolaan proses pendidikan ini meliputi ruang lingkup makro, meso, dan
mikro. Lingkup makro adalah berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang lazimnya
dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan atau
Keputusan Menteri Pendidikan, Keputusan atau Edaran Direktorat Jenderal di
lingkungan Kementerian Pendidikan, serta dokumen-dokumen pemerintah di sektor
pendidikan tingkat nasional. Lingkup meso merupakan implikasi kebijakan-kebijakan
nasional ke dalam kebijakan operasional dalam ruang lingkup wilayah di bawah
tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Walikota cq. Dinas Pendidikan Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Sedangkan lingkup mikro merupakan aplikasi kebijakan-kebijakan
pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan sekolah, kelas, sanggar-sanggar belajar,
dan satuan-satuan pendidikan lainnya dalam masyarakat.

Dalam ruang lingkup mikro, kepala sekolah, guru, tutor, dan tenaga-tenaga
kependidikan lainnya memegang peranan penting di dalam pengelolaan pendidikan
untuk menciptakan kualitas proses dan capaian hasil pendidikan. Contohnya, seorang
guru wajib menguasai pengelolaan kegiatan belajar-mengajar, termasuk di dalamnya
pengelolaan siswa dan kelas.

Tujuan utama dari pengelolaan proses pendidikan adalah terjadinya proses
belajar dan pengalaman belajar peserta didik yang optimal. Berkembangnya tingkah

laku peserta didik sebagai tujuan belajar, justru hanya dimungkinkan karena adanya
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proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal itu. Dalam hal ini pemanfaatan/
pendayagunaan teknologi pendidikan sangat memegang peranan penting. ltulah
sebabnya pengelolaan proses pendidikan mesti memperhitungkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek). Setiap tenaga kependidikan (kepala sekolah, guru,
tutor, dsb.) menjadi wajib mengikuti dengan seksama inovasi-inovasi pendidikan
terutama yang didiseminasikan secara meluas oleh pemerintah seperti belajar tuntas
(mastery learning), pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), keterampilan proses,
muatan lokal, dan kurikulum, dll. agar dapat mengambil manfaatnya.

Selanjutnya berkaitan dengan proses pendidikan, terdapat konsep pendidikan
sepanjang hayat (PSH) atau pendidikan sepanjang raga, atau juga pendidikan seumur
hidup (long life education). Sebenarnya hal ini bukan hal baru, sebab 14 abad yang lalu,
Nabi Besar Muhammad Saw. telah mencanangkan dengan haditsnya “tuntutlah ilmu
sejak dalam buaian hingga ke liang lahat.” (utlubul ilma minal mahdi ilallahdi). Itu
artinya, pendidikan harus dimulai sejak anak baru dilahirkan hingga ia mati kelak.
Konsep ini bermakna pula bahwa tujuan pendidikan untuk membuat persiapan yang
berguna di akhirat nanti setelah usai kehidupan di alam fana. Dunia ini adalah buku
yang paling besar dan lengkap yang tidak akan habis dikaji untuk difahami dan diambil
manfaatnya sepanjang hayat. Itulah pula kiranya wahyu pertama yang diterima Nabi
untuk membaca/iqro (= belajar). Belajar di sini sangat luas cakupannya, vyaitu
mempelajari ayat-ayat Alloh berupa Al-Qur’an, dan kauniah berupa alam semesta
(jagat raya) dengan segala isi dan permasalahannya.

Yang harus dicatat, bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan
saja, sehingga PSH merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup melalui
berbagai cara sehingga menembus batas-batas kelembagaan, pengelolaan, dan
program yang telah berabad-abad mendesakkan diri pada sistem pendidikan. Cropley
(1967) mendefinisikan pendidikan sepanjang hayat sebagai “tujuan atau ide formal
untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorgani-
sasiannya dan penstrukturan ini diperluas mengikuti seluruh rentangan usia, dari
manusia yang paling muda sampai paling tua.” Jadi, PSH bukan suatu sistem
pendidikan yang berstruktur, melainkan suatu prinsip yang menjadi dasar yang

menjiwai seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. John Dewey, seorang ahli
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filsafat dan pendidikan dari Amerika Serikat (1859-1952), menaruh keyakinan bahwa

yang pokok dalam pendidikan adalah kegiatan anak itu sendiri. Kegiatan itu

merupakan manifestasi dari kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa kegiatan!
Ciri-ciri PSH dapat dikemukakan sebagai berikut (Umar T., 2005:48-49) :

1. Menghilangkan tembok pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan
nyata di luar sekolah.

2. Menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian terpadu dari proses hidup yang
berkesinambungan, sedangkan “bersekolah” hanya merupakan sebagian kecil dari
keseluruhan proses belajar yang dialami seseorang semasa hidupnya.

3. Lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode daripada isi pendidikan. Jadi,
bukan masalah apa yang harus dipecahkan, melainkan bekal dasar apa, dan cara pe-
mecahan yang bagaimana yang harus disiapkan.

4. Menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama di dalam
proses pendidikan, yang mengarah pada pendidikan diri sendiri (self education),
autodidak yang aktif kreatif, tekun, bebas dan bertanggung jawab, tabah, tahan
bantingan, dan yang sejalan dengan penciptaan masyarakat gemar belajar
(fearning).

Di samping ciri-ciri tersebut di atas, PSH perlu digalakkan, karena :

1. Pada hakikatnya belajar berlangsung sepanjang hidup.

2. Sekolah tradisional tidak dapat memberikan bekal kerja yang coraknya semakin
tidak menentu dan cepat berubah.

3. Pendidikan masa balita (di bawah lima tahun) punya peranan penting sebagai
fondasi pembentukan kepribadian dan bagi aktualisasi diri. Sekolah tidak dapat
mengisi pendidikan di masa balita ini. Catatan : Sekarang ada PAUD (Pendidikan
Usia Dini) yang pesertanya boleh di bawah umur lima tahun.

4. Sekolah tradisional mengganggu pemerataan keadilan untuk memperoleh kesem-
patan berpendidikan.

5. Biaya penyelenggaraan sekolah tradisional sangat mahal.

Pengelolaan termasuk di dalamnya penyelenggaraan. Berkaitan dengan penye-

lenggaraan pendidikan, prinsipnya menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

adalah:
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. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai

kultural, dan kemajemukan bangsa.

. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem

terbuka dan multimakna.

. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan

peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan,

dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis,

. dan berhitung (calistung) bagi segenap warga masyarakat.

Proses pendidikan melibatkan banyak hal yang meliputi unsur-unsur pendidikan,

yaitu :

N o vk~ w nNoE

Subyek yang dibimbing (peserta didik).

Orang yang membimbing (pendidik).

Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif).

Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan).

Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan).

Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode).

Tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan).

Berkaitan dengan peserta didik dan pendidik, di bawah ini dijelaskan sebagai

berikut :

1.

Peserta Didik :

Peserta didik berstatus sebagai subyek didik, dan tanpa memandang usia. Sebagai
subyek, dia adalah pribadi yang mempunyai ciri khas dan otonom yang ingin diakui
eksistensinya (keberadaannya). Dia ingin mengembangkan diri secara terus-
menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang
hidupnya. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan, yaitu
keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu yang bertanggung jawab terhadap

pendidikan adalah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran dan pelatihan,
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serta masyarakat/organisasi. Ciri khas peserta didik yang perlu difahami oleh

pendidik adalah :

a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan
insan yang unik.

b. Individu yang sedang berkembang.

c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.

d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.

. Pendidik :

Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan
dengan sasaran peserta didik. Hal yang perlu mendapat perhatian dari pendidik
adalah soal kewibawaan. Kewibawaan adalah suatu pancaran batin atau kekuasaan
batin mendidik, bukan penggunaan kekuasaan lahir yang semata-mata didasarkan
pada unsur wewenang jabatan. Kewibawaan akan menimbulkan pada pihak lain
(peserta didik) sikap mengakui, menerima, dan menuruti dengan penuh pengertian
atas kekuasaan tersebut.

Kewibawaan mendidik ini hanya dimiliki oleh mereka yang sudah “dewasa”.
Sengaja kata dewasa memakai tanda trema karena bukan hanya dilihat dari aspek
usia. Dewasa di sini maksudnya rohani yang ditopang oleh jasmani. Kedewasaan
rohani tercapai jika individu telah memiliki cita-cita dan pandangan hidup yang
tetap. Cita-cita dan pandangan hidup ini terjalin di dalam dirinya untuk selanjutnya
diwujudkan dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Kedewasaan jasmani
tercapai jika individu mencapai puncak perkembangan fisik yang optimal, atau telah
mencapai proporsi yang sudah mantap.

Sebagai pendidik, realisasi cita-cita dan pandangan hidupnya itu secara nyata
berlangsung melalui aktivitas statusnya sebagai orang tua maupun pendidik. Jadi,
dia adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segenap aktivitas yang
bertalian dengan statusnya. Bertanggung jawab, maksudnya mampu untuk menya-
tukan diri dengan norma-norma hidup serta mendukungnya. Pendidik mempunyai
tugas untuk mentransformasikan norma-norma itu kepada peserta didik. Pendidik

akan memiliki kewibawaan di mata peserta didik jika yang dibutuhkan peserta didik,
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antara lain perlindungan, bantuan, bimbingan, dan rasa kasih sayang yang ikhlas,
terpenuhi.

Kewibawaan pendidik itu harus dibina dan dirawat karena bisa saja memudar.
Menurut Langeveld (1955:42-44), pembinaan kewibawaan itu meliputi kepercayaan,
kasih sayang, dan kemampuan. Kepercayaan di sini maksudnya pendidik harus
percaya dirinya bisa mendidik dan harus percaya pula bahwa peserta didik dapat
dididik. Sedangkan kasih sayang mengandung dua makna, yaitu penyerahan diri
kepada yang disayangi, dan pengendalian terhadap yang disayangi. Dengan
penyerahan diri, maka akan timbul kesediaan berkorban yang bentuk konkritnya
berupa “pengabdian” dalam bekerja. Dan dengan pengendalian terhadap yang
disayangi, maka peserta didik tidak akan berbuat yang merugikan dirinya. Sementa-
ra kemampuan mendidik dapat dikembangkan melalui berbagai cara, antara lain
pengkajian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang berkaitan
dengan kependidikan, mengikuti pelatihan, sarasehan atau seminar pendidikan,

mengambil manfaat dari pengalaman kerja, dll.
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BAB Il
LEMBAGA DAN SISTEM PENDIDIKAN

A. LEMBAGA PENDIDIKAN
1. Tiga Lembaga Pendidikan.

Berbicara mengenai lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya proses
pendidikan, maka akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan itu
dilaksanakan. Lingkungan dimaksud tidak lain adalah keluarga, sekolah, dan masya-
rakat. Tokoh dan pejuang pendidikan, yaitu Suryadi Suryaningrat yang lebih dikenal
dengan Ki Hajar Dewantoro (Hasbullah, 1997: 37) menganggap ketiga lembaga itu
(keluarga, sekolah, dan masyarakat) sebagai “Tri Pusat Pendidikan”, maksudnya,
tiga pusat pendidikan yang secara bertahap dan terpadu mengemban suatu
tanggung jawab pendidikan bagi generasi mudanya. Ketiga penanggung jawab
pendidikan dimaksud dituntut melaksanakan kerjasama baik secara langsung
maupun tidak langsung, dengan saling menopang kegiatan yang sama secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Oleh karenanya perbuatan mendidik yang
dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, juga harus diperkuat oleh sekolah,

dan dikontrol oleh masyarakat sebagai lingkungan sosial anak.

a. Lembaga Pendidikan Keluarga.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena
dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan
bimbingan. Keluarga disebut juga lingkungan yang utama, mengingat sebagian
besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang
paling banyak diterima oleh anak-anak juga di dalam keluarga. Tugas utama
keluarga dalam pendidikan adalah sebagai peletak dasar pendidikan akhlak
(moral, budi pekerti) dan pandangan kehidupan keagamaan. Sifat dan tabiat
anak sebagian besar mengikuti kedua orang tua atau anggota keluarga yang lain
di rumah.

Dalam Pasl 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun

dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria
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dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan sejahtera, berdasarkan Ketuhanan YME. (Istilah ajaran Islam,
keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah). Anak yang lahir dari perkawinan
ini adalah anak yang sah dan menjadi hak serta tanggung jawab kedua orang
tuanya memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban kedua
orang tua mendidik anak ini terus berlanjut sampai dia dikawinkan atau dapat
berdiri sendiri. Malahan jika perkawinan anak karena sesuatu dan lain hal putus,
maka tanggung jawab pendidikannya kembali kepada orang tuanya sebagaimana
Pasal 45 Ayat (2) UU dimaksud.

Keluarga merupakan wadah bagi anak dalam proses belajar untuk mem-
bentuk pribadi atau diri sendiri dan mengembangkan fungsi sosialnya, termasuk
sikap untuk berbakti kepada Tuhan YME sebagai perwujudan nilai hidup yang

tertinggi.

1) Fungsi dan Peranan Pendidikan Keluarga :
a) Pengalaman Pertama Masa Kanak-kanak :

- Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama bagi
anak mengenal hidupnya;

- Suasana pendidikan keluarga sangat penting diperhatikan, sebab dari
sinilah pertumbuhan fisik dan perkembangan serta keseimbangan jiwa
selanjutnya ditentukan;

- Kewajiban orang tua tidak hanya sekedar memelihara eksistensi anak,
tetapi juga memberikan pendidikannya sebagai pribadi atau individu yang
akan tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini mengingat hubungan orang
tua dengan anak bersifat alami dan kodrati;

- Seorang anak manusia dilahirkan suci tetapi dalam keadaan tidak
berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak dapat menolong dirinya
sendiri, dan penuh ketergantungan dari bantuan orang lain (kedua orang
tua dan orang lain). Bahkan dalam salah satu hadits Nabi Saw. dikata-
kan, “Kullu mauludin yuuladu ‘alal firoti, faabawaahu yuhawwidaanihi au

yunashiraanihi au yumajjisaanihi” (Setiap anak dilahirkan dalam keadaan
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suci, maka orang tuanyalah yang dapat menjadikannya Yahudi, Nashrani,
atau Majusi). Karena itu tanggung jawab orang tua sangat besar dan be-
berat terhadap keberlangsungan pendidikan anak. Dalam kaitan ini
terdapat istilah tabularasa, yaitu teori yang dikemukakan oleh John Lock,
seorang tokoh aliran empirisme yang menyatakan bahwa anak dilahirkan
dalam keadaan suci bagai meja lilin warna putih. Maka lingkunganlah
yang akan menentukan ke mana anak itu dibawa.

- Dengan demikian terserah kepada orang tua untuk memberikan corak
warna yang dikehendaki terhadap anaknya. Kehidupan anak benar-benar
sangat bergantung pada kedua orang tuanya. Orang tua adalah tempat
menggantungkan diri bagi anak secara wajar.

b) Menjamin Kehidupan Emosional Anak.

- Suasana di dalam keluarga merupakan suasana yang diliputi rasa cinta
dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tenteram, suasana
saling percaya-mempercayai;

- Melalui pendidikan keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan rasa
kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik;

- Kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam
membentuk pribadi seseorang.

- Hasil penelitian membuktikan bahwa ketika rasa kasih sayang tidak dida-
patkan oleh anak, maka akan terjadi kelainan-kelainan dalam perkem-
bangan kepribadiannya, seperti misalnya : Anak-anak yang hidup dalam
suasana rumah tangga orang tuanya yang berantakan, anak-anak yang
sejak kecil dipelihara di rumah yatim piatu, panti asuhan atau rumah
sakit, dll. Tidak terpenuhinya kehangatan dan rasa kasih sayang ini
mengakibatkan antara lain, anak menjadi pendiam, pemalu, rendah diri,
tidak percaya diri, atau bisa juga menjadi agresif, nekad, dll. Jika tidak
terkendali malahan bisa terjadi kenakalan remaja, tindak kejahatan/
kriminal, dll.

c) Menanamkan Dasar Pendidikan Moral.

Dalam rangka menanamkan nilai-nilai, etika, moral, dan norma-norma,
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hendaklah orang tua dalam berbicara, bersikap dan berperilaku memberi-

kan contoh teladan kepada anak-anaknya, selain rasa cinta. Memang
bicara, sikap, dan perilaku orang tua akan ditiru oleh anak, lebih-lebih
ketika anak dan remaja masih berproses dalam mencari jatidirinya. Ki Hajar
Dewantoro pernah menyatakan bahwa rasa cinta, rasa bersatu, dan lain-
lain perasaan dan keadaan jiwa pada umunya, sangat berfaedah untuk
berlangsungnya pendidikan, teristimewa pendidikan budi pekerti, terda-
patlah di dalam hidup keluarga dalam sifat yang kuat dan murni, sehingga
tak dapat pusat-pusat pendidikan lainnya menyamainya. (Soewarno, 1985:
69).

Berbicara, tingkah laku, dan cara berbuat orang tua akan ditiru oleh
anak. Teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif, yakni penyamaan
diri dengan orang yang ditiru, dan hal ini penting sekali dalam rangka
pembentukan kepribadian. Segala nilai yang dikenal anak akan melekat
pada orang-orang yang disenangi dan dikaguminya, atau dijadikan idola.
Melalui proses inilah anak akan menganal nilai dan moral.

Memberikan Dasar Pendidikan Sosial.

Keluarga adalah basis yang sangat penting dalam meletakkan dasar-dasar
pendidikan sosial anak. Keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang
terkecil, yang paling tidak teridiri dari ayah, ibu, dan anak. Lewat kehidup-
an keluarga yang kompak, saling bantu dan tolong-menolong di antara
anggota keluarga maupun dengan tetangga dekat, akan menanamkan
kesadaran sosial, dan benih-benih kesadaran ini perlu dipupuk sedini
mungkin. Aktivitas yang dilakukan antara lain menjaga kedamaian, keter-
tiban, kebersihan, dan keserasian dalam segala hal di lingkungan rumah.
Meletakkan Dasar-dasar Keagamaan.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, di samping
menentukan dalam menanamkan dasar-dasar nilai dan moralitas, juga
berperan besar dalam proses trasformasi dan internalisasi nilai-nilai
keagamaan ke dalam pribadi anak. Masa anak-anak yang sedang tumbuh

dan berkembang mencari jatidiri, adalah masa yang paling baik untuk me-
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resapkan dasar-dasar hidup beragama dalam keluarga. Anak-anak ha-
rus dibiasakan mengikuti peribadatan di masjid, mendengarkan khutbah,
ceramah-ceramah atau pengajian. Demikian pula keterlibatan dalam
aktivitas lain seperti pada acara-acara peringatan hari-hari besar keagama-
an khususnya Islam (PHBI). Kehidupan dalam keluarga hendaknya mem-
berikan kondisi kepada anak-anak untuk mengalami suasana kehidupan
keagamaan. Kegiatan di kampung-kampung dulu, yaitu maghrib mengaiji,
atau mengikuti sekolah-sekolah agama siang/sore hari bagi anak-anak yang
bersekolah di sekolah umum, adalah kegiatan orang tua yang sangat bijak.
Demikian juga memasukkan anak-anak di PAUD atau TK yang berbasis
agama, misalnya Taman Pendidikan A-Qur’an sebelum ke SD. Atau mung-
kin juga belajar di sekolah umum sambil mengaji di pesantren atau tempat
pengajian yang dekat. Bisa juga belajarnya di pesantren terpadu yang
pelajaran agama dan pelajaran umumnya seimbang seperti di Madrosah
Diniah (MD), atau Madrosah Ibtida’iyah (M), dan seterusnya ke Madrosah
Tsanawiyah (MTs), Madrosah Aliyah (MA) atau Mu’alimin, dll.

2) Tanggung Jawab Keluarga.

Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya meliputi hal-

hal sebagai berikut :

a) Motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua-
anak. Kasih sayang dan kehangatan orang tua yang ikhlas dan murni akan
mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab mengorban-
kan hidupnya dalam memberikan bantuan kepada anak;

b) Tanggung jawab moral meliputi nilai-nilai agama atau spiritualitas. Hal ini
dilakukan dimulai dengan pengenalan dan pembiasaan, yang terus berlan-
jut sampai internalisasinya. Pada usia anak antara 3 — 6 tahun, seorang
anak akan memiliki pengalaman agama yang asli dan terus akan diingat
selamanya;

c) Tanggung jawab sosial yang merupakan perwujudan kesadaran tanggung

jawab kekeluargaan yang dibina oleh darah, keturunan, dan kesatuan keya-
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kinan. Hal ini akan berlanjut akan menjadi tanggung jawab masyarakat,
bangsa, dan negara;

d) Memelihara dan membesarkan anak. Tanggung jawab ini merupakan do-
rongan alami karena anak memerlukan makanan, minuman, perawatan
kesehatan, dll. sehingga secara jasmaniah tumbuh dengan baik;

e) Memberikan pendidikan dan pembinaan dengan berbagai pengajaran ilmu
pengetahuan dan latihan keterampilan yang berguna bagi perkembangan

kehidupan anak kelak, sehingga manakala dewasa akan mampu mandiri.

b. Lembaga Pendidikan Sekolah.
Lembaga pendidikan sekolah adalah kelanjutan dari pendidikan keluarga.
Kehidupan di sekolah merupakan jembatan bagi anak yang menghubungkan
kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Pendi-
dikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara
teratur, sistematis, berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas
dan ketat. Beberapa karakteristik proses pendidikan yang berlangsung di sekolah
menurut Wens Tanlain, dkk. (1989:44), adalah :
1) Diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki
hubungan hierarkis;
2) Usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen;
3) Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus
diselesaikan;
4) Materi atau materi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum;
5) Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban terhadap
kebutuhan di masa yang akan datang.
Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang
secara efektif dan efisien dari dan oleh masyarakat, merupakan perangkat yang
wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik warga negara,

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
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1) Tanggung Jawab Sekolah.

a)

Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang
ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan vyang
berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan seluruh aturan

pelaksanaannya);

b) Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat

c)

pendidikan yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya;

Tanggung jawab fungsional, ialah tanggung jawab profesional pengelola
dan pelaksana pendidikan sesuai dengan jabatannya. Tanggung jawab ini
merupakan pelimpahan tanggung jawab dan kepercayaan orang tua/

masyarakat kepada sekolah dan para guru.

2) Sifat Lembaga Pendidikan Sekolah.

a)

b)

Adalah pendidikan kedua setelah keluarga. Dalam sebuah keluarga tidak
selamanya tersedia kesempatan dan kesanggupan memberikan kepada
anaknya mengingat keterbatasan-keterbatasan a.l. sarana prasarana,
waktu, keahlian, dll. sehingga keluarga menyerahkan tanggung jawabnya
kepada sekolah. Di sekolah anak-anak akan memperoleh kecakapan-
kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-
ilmu lainnya. Tentu saja termasuk di dalamnya hal-hal yang menyangkut
pembentukan kepribadian melalui pelajaran agama, budi pekerti, pendidik-
an moral Pancasila, dan sekarang tengah hangat dibicarakan pendidikan
karakter.

Lembaga pendidikan formal. Dalam hal ini karena sekolah memiliki bentuk
yang jelas, artinya terdapat program yang telah direncanakan secara
teratur dan sistematis, misalnya secara resmi ditetapkan oleh pemerintah,
ada kurukulumnya, waktu belajarnya, dll.

Lembaga pendidikan yang tidak bersifat kodrati, karena didirikan tidak
karena adanya hubungan darah antara guru dengan siswa seperti halnya di

keluarga, tetapi berdasarkan hubungan yang bersifat kedinasan.
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3) Peranan dan Fungsi Sekolah.

Peranan sekolah sebagai lembada yang membantu keluarga, adalah mendidik

dan mengajar siswa. Mendidik dalam arti memperbaiki dan memperhalus

bahasa dan tingkah laku siswa yang dibawa dari keluarganya, sedangkan
mengajar adalah transfer atau proses pemberian ilmu pengetahuannya. Me-
lalui kurikulum, peranan sekolah antara lain :

a) Siswa atau anak didik belajar bergaul sesama teman-temannya, antara
guru dengan anak didik, dan antara anak didik dengan orang-orang yang
bukan guru, misalnya petugas tata usaha, dll.

b) Siswa belajar menaati peraturan-peraturan sekolah;

c) Mempersiapkan siswa menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi
bangsa dan negara, dll.

Jadi, dapat dikatakan bahwa sebagian besar pembentukan kecerdasan
pikiran (kognitif), sikap dan tingkah laku (afektif), dan keterampilan teknis
(psikomotorik) dilaksanakan di sekolah. Demikianlah, maka pengaruh pendi-
dikan di sekolah sangat penting.

Fungsi sekolah menurut Suwarno (1981:69) adalah sebagai berikut :

a) Mengembangkan kecerdasan pikiran dan dan memberikan pengetahuan.
Fungsi ini adalah pendidikan intelektual, di samping tentu saja tidak ter-
lepas dengan pengembangan kepribadian peserta didik. Fungsi sekolah ini
dapat disamakan dengan fungsi keluarga dalam pendidikan moral;

b) Spesialisasi.

Dengan semakin meningkatnya kemajuan masyarakat, maka terjadi dife-

rensiasi dalam tugas kemasyarakatan dan lembaga sosial. Dalam hal ini

sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang
pendidikan dan pengajaran;

c) Efisiensi.

Sekolah sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya di bidang pendidikan

dan pengajaran, maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam

masyarakat menjadi efisien, karena :

- Jika tidak ada sekolah, dan tugas pendidikan harus dilaksanakan oleh
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orang tua, tidak akan efisien mengingat orang tua terlau sibuk padahal
tugas lainnya cukup banyak, di samping banyak di antaranya yang tidak
akan mampu melaksanakan pendidikan dimaksud;
- Pendidikan di sekolah dilaksanakan dalam program tertentu dan sis-
tematis;
- Sekolah dapat mendidik anak-anak dalam jumlah yang banyak sekaligus.
d) Sosialisasi.
Sekolah mempunyai peranan yang penting dalam proses sosialisasi, yaitu
membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang dapat
beradaptasi dengan baik di dalam masyarakat. Pada akhirnya memang
seseorang itu akan berada dalam masyarakat;
e) Konservasi dan transmisi kultural.
Sekolah mempunyai peranan memelihara (konservasi) warisan budaya
yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan
kebudayaan tadi (transmisi cultural) kepada generasi muda, yang tidak lain
anak didik;
f) Transisi dari rumah ke masyarakat.
Tatkala berada di lingkungan keluarga, kehidupan anak serba menggan-
tungkan diri pada orang tua, maka dalam memasuki sekolah, anak men-
dapat kesempatan untuk berlatih mandiri dan tanggung jawab sebagai

persiapan sebelum ke masyarakat.

4) Macam-macam Sekolah.
a) Ditinjau dari Segi Penyelenggara.

Ditinjau dari segi penyelenggara atau yang mengusahakannya, maka se-

kolah terdiri dari :

- Sekolah Negeri, yaitu yang diusahakan oleh pemerintah, baik dalam hal
pengadaan fasilitas, pembiayaan, maupun tenaga kependidikannya.
Penyelenggaraan pendidikan ini diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945
yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang

Sisdiknas. Pendidikan persekolahan dimaksud pada umumnya diseleng-
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garakan oleh Departemen (sekarang Kementerian) Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Kemendikbud) untuk sekolah-sekolah umum, dan Kementerian
Agama (Kemenag) untuk sekolah-sekolah yang berciri khas agama Islam.
Namun untuk tingkat perguruan tinggi/akademi (PTN) diselenggarakan
juga oleh Kementerian lain yang bersifat kedinasan untuk mempersiapkan
staf atau tenaga/pegawai di kementeriannya, misalnya AKABRI oleh
Kemenhan, AKPOL dan PTIK oleh Polri, AKPEL oleh Kemenhub, IPDN oleh
Kemendagri, dsb.

- Sekolah Swasta, yaitu yang diusahakan oleh selain pemerintah, dalam hal
ini badan-badan atau yayasan swasta. Dilihat dari statusnya, sekolah
swasta ini terdiri dari yang tercatat, terdaftar, diakui, dan disamakan.
Untuk pendidikan tinggi (PTS) menggunakan sistem akreditasi, sehingga
memungkinkan PTS lebih leluasa mengembangkan lembaga pendidikan-
nya dengan standar-standar yang telah diatur dalam ketentuan yang
berlaku.

b) Ditinjau dari Segi Tingkatan.

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan mene-

ngah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan Dasar, terdiri dari :

- Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

- SMP/MTs.

Pendidikan Menengah, terdiri dari :

- SMA dan MA;

- SMK dan MAK.

Pendidikan Tinggi, terdiri dari :

- Akademi;

- Institut;

- Sekolah Tinggi;

- Universitas.

Untuk mempersiapkan anak-anak memasuki pendidikan dasar, diseleng-

garakan juga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Tamak Kanak-kanak
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(TK) atau Roudlotul Atfal.
c) Ditinjau dari Segi Sifatnya.

- Sekolah Umum, yaitu pendidikan yang belum mempersiapkan anak dalam
spesialisasi pada bidang pekerjaan tertentu. Sekolah ini penekanannya
adalah sebagai persiapan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi
tingkatannya. Termasuk dalam hal ini adalah SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/MA.

- Sekolah Kejuruan, yaitu pendidikan yang mempersiapkan anak untuk
menguasai keahlian-keahlian tertentu, seperti : SMEA, STM, SPMA (seka-
rang SMK) dan MAK.

5) Kontribusi (Sumbangan) Kas Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan.
Sebagaimana dimaklumi, bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan
kedua setelah keluarga, yang tidak bersifat kodrati. Namun demikian, sekolah
berperan besar dalam pengembangan berbagai aspek dari anak didik, lebih-
lebih dengan kondisi seperti sekarang, yaitu dalam rangka pengembangan
kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, sekolah menjadi ujung
tombak dan memiliki peran yang sangat strategis. Beberapa kontribusi
sekolah bagi pendidikan anak di antaranya :

a) Sekolah melaksanakan tugas mendidik, mengajar, dan memperbaiki,
memperluas tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarga;

b) Sekolah mendidik dan mengajar anak didik menjadi pribadi yang dewasa
susila, sekaligus warga negara susila;

c) Sekolah mendidik dan mengajar anak didik menerima dan memiliki
kebudayaan bangsa;

d) Lewat bidang pengajaran, sekolah membantu anak mengembangkan
kemampuan intelektual dan keterampilan kerja, sehingga anak didik
memiliki keahlian bekerja untuk bekal hidupnya, serta membangun negara

dan bangsa.
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¢. Lembaga Pendidikan Masyarakat.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh
pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar
akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehi-
dupannya. (Hasbullah, 1997:55). Masyarakat juga dapat diartikan sebagai satu
bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam
pengertian ini masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehi-
dupan manusia yang majemuk (suku, agama, kegiatan kerja, tingkat pendidikan,
tingkat sosial-ekonomi, dsb.). (Moh. Nor Syam, 1988:15).

Dalam konteks pendidikan, masyarakat adalah lingkungan ketiga setelah
keluarga dan sekolah. Setelah beberapa waktu lepas dari asuhan keluarga dan
berada di luar pendidikan sekolah, maka pengaruh pendidikan di lingkungan
masyarakat lebih luas. Corak ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam
masyarakat sangat banyak, meliputi segala bidang di antaranya pembentukan
kebiasan-kebiasaan, pengertian-pengertian (pengetahuan), sikap dan minat,
serta pembentukan kepribadian (kesusilaan) dan keagamaan.

Pendidikan dalam masyarakat ini dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
disebut dengan jalur pendidikan nonformal, yang bersifat fungsional dan praktis,
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja peserta didik
yang berguna dalam usaha perbaikan penghidupannya. Ciri-ciri pendidikan
masyarakat ini adalah :

1) Diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah;

2) Peserta didik umumnya yang sudah tidak bersekolah (drop out);

3) Tidak mengenal jenjang, dan programnya untuk jangka waktu pendek;

4) Perserta didik tidak perlu homogen;

5) Ada waktu belajar dan metode formal, serta evaluasi yang sistematis;

6) Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus;

7) Keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan

meningkatkan taraf hidup.
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1) Beberapa Istilah Jalur Pendidikan Luar Sekolah :

a)

b)

d)

f)

g)

Pendidikan Sosial.

Merupakan proses yang diusahakan dengan sengaja di dalam masyarakat
untuk mendidik individu dalam lingkungan sosial, agar bebas dan
bertanggung jawab menjadi pendorong ke arah perubahan dan kemajuan;
Pendidikan Masyarakat.

Merupakan pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa, termasuk
remaja di luar batas usi tertinggi kewajiban belajar, dan dilakukan di luar
ling-kungan serta sistem persekolahan resmi;

Pendidikan Rakyat.

Adalah tindakan-tindakan atau pengaruh yang kadan mengenai seluruh
rakyat, tetapi biasanya khusus mengenai rakyat lapisan bawah;

Pendidikan Luar Sekolah.

Disebut juga “out of school education”, yaitu pendidikan yang dilakukan di
luar sistem persekolahan biasa. Penekanannya pada pendidikan yang
berlang-sung di luar sekolah;

Mass Education.

Bahasa Indonesianya adalah pendidikan masyarakat, tetapi berbeda
dengan yang no. 2) yang tujuannya memberikan kecakapan baca tulis dan
pengetahu-an umum untuk dapat mengikuti perkembangan dan
kebutuhan hidup sekitar-nya. Samakah dengan PBH (Pemberantasan Buta
Hurud) dulu?

Adult Education.

Pendidikan orang dewasa dengan mengambil batas usia tertinggi dari masa
kewajiban belajar. Ini adalah mengacu pada anak-anak yang tidak
tertampung di sekolah dasar yang telah berusia dewasa, dan untuk para
drop out;

Extension Education.

Adalah salah satu bentuk dari adult education, yaitu pendidikan yang dise-
lenggarakan di luar sekolah biasa, yang khusus dikelola oleh perguruan

tinggi untuk menjawab hasrat masyarakat yang ingin masuk dunia univer-
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sitas misalnya Universitas Terbuka;

h) Fundamental Education.
Adalah pendidikan yang bertujuan membantu masyarakat untuk mencapai
kemajuan sosial-ekonomi, agar mereka dapat menempati posisi yang layak.
Sasaran utama pendidikan ini adalah daerah dan masyarakat terpencil dan

terbelakang dalam kehidupannya.

2) Sasaran dan Program Pendidikan Nonformal.

Dalam perspektif pendidikan seumur hidup (long life education), semua orang
secara potensial merupakan anak didik dalam berbagai tahap dalam perkem-
bangan hidupnya. Oleh sebab itu peserta didik yang dapat menjadi sasaran
pendidikan jalur luar sekolah sangat luas dan bervariasi. Dalam konteks ini,
mereka dapat diklasifikasikan ke dalam enam kategori, yang masing-masing
berikut prioritas programnya adalah :

a) Buruh dan Petani.

Kaum buruh dan petani merupakan golongan terbesar dari masyarakat

Indonesia yang umumnya tingkat pendidikannya sangat rendah bahkan ada

yang tidak berpendidikan sama sekali. Pada umumnya mereka hidup dalam

suasana tradisional dan kebiasaan hidup yang masih tertinggal. Mereka
inilah yang sangat membutuhkan program baca tulis secara fungsional

(functional literacy). Program pendidikan yang mesti diberikan kepada

mereka adalah :

- Pendidikan yang bisa/mampu menolong meningkatkan produktivitas
mereka dengan cara mengajarkan berbagai keterampilan dan metode
baru seperti bertani, beternak, perikanan dan sejenisnya, yang diharap-
kan akan meningkatkan hasil pekerjaannya;

- Pendidikan yang memungkinkan mereka mampu memenuhi kewajiban-
nya sebagai warga negara dan kepala keluarga yang baik, sehingga
mereka menyadari bahwa pendidikan bagi anak-anak mereka sangat
penting;

- Pendidikan yang bisa memanfaatkan waktu senggang mereka secara efek
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tif, terutama dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan serta pro-

duktif sehingga membawa dampak terhadap kehidupannya yang berarti.

b) Remaja Putus Sekolah.

Para remaja yang menganggur karena tidak mendapatkan pendidikan
keterampilan (under employed), disebabkan kurangnya bakat dan kemam-
puannya, memerlukan pendidikan vokasional yang khusus. Dalam upaya
mengembangkan kepribadiannya, mereka perlu diberi pendidikan cultural
dan kegiatan-kegiatan yang rekreatif dan bersifat remedial. Pendidikan ini
harus menarik, merangsang, dan relevan dengan kebutuhan hidupnya.
Pekerja yang Berketerampilan.
Program pendidikan untuk para pekerja yang berketerampilan agar mampu
menghadapi berbagai tantangan di masa depan, hendaklah yang bersifat
kejuruan dan teknik, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan yang telah mereka miliki. Program pendidikan dimaksud
harus mengandung minimal dua tujuan, yaitu :
- Dapat menyelamatkan mereka dari bahaya kekurangan pengetahuan dan
keterampilan yang mereka miliki;
- Dapat membuka jalan bagi mereka untuk naik jenjang atau promosi ke

kedudukan yang lebih baik.

d) Teknisi dan Profesional.

e)

Golongan teknisi dan profesional pada umumnya menduduki posisi-posisi
penting dalam masyarakat, sehingga kemajuan masyarakat sangat bergan-
tung kepada mereka. Agar mereka tetap berperan dan meningkat, maka
mereka harus senantiasa memperbarui dan menambah pengetahuan serta
keperampilannya;

Pemimpin Masyarakat.

Golongan ini termasuk para pemimpin politik (politisi), agama, sosial, dsb.
Mereka dituntut mampu mensintesakan pengetahuan dari berbagai
macam profesi atau keahlian, dan selalu memperbarui sikap dan gagasan
yang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan. Hal ini mengingat

pengetahuan dimaksud tidak didapatkan dari pendidikan formal atau jalur
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sekolah;
f) Anggota Masyarakat yang Sudah Tua.

Berhubung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era
globalisasi ini, bisa jadi banyak pengetahuan yang belum mereka ketahui
pada saat masih muda. Oleh karenanya, pendidikan ini merupakan
kesempatan yang sangat berharga bagi mereka, walaupun jika dilihat dari
segi materi tidak terlalu menguntungkan. Jumlah mereka makin lama
makin banyak seiring makin bertambahnya usia harapan hidup dengan

derajat kesehatan yang meningkat.

B. SISTEM PENDIDIKAN

1. Pendidikan Sebagai Suatu Sistem.
Istilah sistem berasal dari bahasa Latin “systema” yang berarti sehimpunan bagian
atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu
keseluruhan. (Fuad lhsan, 2005:107). Pengertian lain dari sistem adalah keseluruhan
yang terdiri dari komponen-komponen (unsur-unsur) yang masing-masing mempu-
nyai fungsi sendiri-sendiri dan satu sama lain saling berhubungan dan bergantungan
(interdependensi) sehingga membentuk kesatuan yang terpadu. Menurut Depdik-
bud (1984/1985) dalam Fuad lhsan (2005:108), setiap sistem mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut :
a. Tujuan;
b. Fungsi-fungsi;
c. Komponen-komponen atau bagian-bagian;
d. Interaksi atau saling hubungan;
e. Penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan;
f. Proses transformasi;
g. Umpan balik untuk koreksi;
h. Daerah batasan dan lingkungan.

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Usaha
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pendidikan menyangkut tiga unsur pokok, yaitu masukan (input), proses (process),
dan keluaran atau hasil (output). Hubungan ketiga unsure tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut :

MASUKAN I::> PROSES I::> KELUARAN/HASIL

Masukan usaha pendidikan adalah peserta didik (siswa/murid) dengan berbagai
ciri-ciri yang ada pada diri mereka (bakat, minat, kemampuan, keadaan jasmani,
dil.). Dalam proses pendidikan terkait berbagai hal, seperti tenaga kependidikan
(guru, tata usaha, dll.), prasarana (tanah, jalan, gedung, dll.), sarana (meubelair,
buku-buku, alat-alat peraga, dll.), pembiayaan, kurikulum, metode mengajar, dsb.
Sedangkan hasil pendidikan dapat berupa hasil belajar berupa pengetahuan, sikap,
dan keterampilan setelah selesai proses belajar-mengajar tertentu, yang ditandai
dengan kelulusan siswa dari lembaga pendidikan atau sekolah tertentu.

Sebagai suatu sistem, pendidikan memiliki ciri-ciri seperti disebutkan di atas,
dan lebih lanjut Depdikbud (1979) menjelaskan pula bahwa pendidikan merupakan
suatu sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan/sasaran pendidikan, peserta
didik, pengelola pendidikan, struktur/jenjang, kurikulum, pembiayaan, dan peralat-
an/fasilitas. Dijelaskan pula bahwa setiap unsur dalam sistem pendidikan ini saling
berkaitan dan pengaruh-mempengaruhi. Kelemahan salah satu unsur dalam sistem
tersebut akan mempengaruhi seluruh sistem pendidikan. Oleh karena itu dalam
usaha mengembangkan sistem pendidikan, setiap unsur pokok dalam sistem pendi-
dikan dimaksud harus mendapatkan perhatian dan pengembangan yang serius.

P.H. Combs (1982) dalam Fuad lhsan (2005:111), mengemukakan 12 komponen
pendidikan, yaitu :

a. Tujuan dan Prioritas.
Fungsi tujuan adalah mengarahkan kegiatan sistem, dan merupakan informasi
tentang apa myang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksa-
naannya. Contohnya, ada tujuan umum pendidikan sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yaitu tujuan pendidikan nasional, ada

tujuan institusional (tujuan tingkat satuan/lembaga pendidilan dan tujuan pro-

35



gram) seperti S1, S2, S3, ada tujuan kuriluler (mata pelajaran/kuliah), dan tujuan
instruksional (umum dan khusus).

b. Peserta Didik.
Fungsinya adalah belajar. Peserta didik diharapkan mengalami proses perubahan
tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Contohnya, berapa
usianya, berapa jumlahnya, begaimana tingkat perkembangannya, bagaimana
pembawaannya, bagaimana motivasinya untuk belajar, bagaimana keadaan
sosial-ekonomi orang tuanya, dsb.

c. Manajemen atau Pengelolaan.
Fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai system pendidikan.
Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan cita-cita yang merupakan
informasi mengenai pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan.
Contohnya, pemimpin yang mengelola sistem pendidikan itu bersifat otoriter,
demokratis, atau laissez faire.

d. Struktur dan Jadwal Waktu.
Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Contohnya, waktu
belajar/perkuliahan, waktu ujian, wisuda, seminar, KKN, program pengalaman
lapangan, dll.

e. Isi dan Bahan Ajar.
Fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran/perkuliah-
an yang harus dikuasai peserta didik. Juga mengarahkan dan mempolakan
kegiatan-kegiatan dalam proses pendidikan. Contohnya, isi bahan ajar untuk
setiap mata pelajaran/kuliah, dan untuk pengalaman lapangan.

f. Guru dan Pelaksana.
Fungsinya menyediakan bahan ajar dan menyelenggarakan proses belajar untuk
peserta didik. Contohnya, pengalaman dalam mengajar, status resminya guru
yang sudah diangkat atau tenaga sukarela, dan tingkat pendidikannya.

g. Alat Bantu Belajar.
Fungsinya untuk memungkinkan terjadinya proses pendidikan yang lebih mena-

rik dan bervariasi. Contohnya, film, buku, papan ntulis, peta, alat peraga, dsb.
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h. Fasilitas.
Fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. Contohnya, ge-
dung dan laboratorium beserta perlengkapannya.

i. Teknologi.
Fungsinya untuk memperlancar dan meningkatkan hasilguna pendidikan. Tekno-
logi di sini maksudnya semua teknik yang digunakan sehingga sistem pendidikan
berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya, pola komunikasi satu arah,
artinya guru menyampaikan pelajaran dengan berceramah dan peserta didik
mendengarkan dan mencatat, atau pola komunikasi timbal balik (dua arah),
artinya ada dialog antara guru dengan peserta didik. Pada pola komunikasi
timbal balik, peserta didik mempunyai banyak kesempatan untuk bertanya,
mengajukan pendapat, bahkan menyanggah, dsb. baik kepada guru maupun
kepada sesama peserta didik yang mengadakan tanya jawab/berdiskusi. Di
zaman modern sekarang ini guru dapat mengajar dengan menggunakan alat-alat
seperti OHP, LCD Proyektor, dll.

j. Pengawasan Mutu.
Fungsinya melaksanakan peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Contoh-
nya, peraturan tentang penerimaan anak/peserta didik dan staf pengajar,
peraturan tata tertib sekolah, ujian, dan penilaian, dsb.

k. Penelitian.
Fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan
kinerja (penampilan) sistem pendidikan. Contohnya, dulu bangsa Indonesia be-
lum mampu membuat kapal terbang dan mobil, tetapi sekarang sudah pandai,
a.l. melalui PT. PAL, PT. DI. Kemudian sebelum 1980-an kebanyakan perguruan
tinggi belum melaksanakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), sekarang
hampir seluruhnya sudah melaksanakan, dsb.

I. Pembiayaan.
Fungsinya melancarkan proses pendidikan dan menjadi petunjuk tentang tingkat
efisiensi sistem pendidikan. Contohnya, sekarang biaya pendidikan menjadi
tanggung jawab bersama antara keluarga (orang tua siswa), pemerintah, dan

masyarakat.
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Pendidikan sebagai suatu sistem dapat digambarkan dalam bentuk model

dasar sebagai berikut.

Model Input-Output Pendidikan

Lingkungan Lingkungan

Masukan Sistem Hasil
Pendidikan : Pendidikan : Pendidikan

Sumber : Fuad lhsan (2005:114).

2. Pengertian Pendidikan Nasional.

Sunarya (1969) mengartikan pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan
yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan
tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa
tersebut. Sementara Depdikbud (1976) merumuskan bahwa pendidikan nasional
ialah suatu usaha untuk membimbing para warga negara Indonesia menjadi
Pancasila, yang berpribadi, berdasar akan Ketuhanan berkesadaran masyarakat dan
mampu membudayakan alam sekitar.

Adapun pengertian pendidikan nasional berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, adalah pendidikan yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap
terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional
adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk

mencapai tujuan pendidikan nasional.

3. Pendidikan Nasional sebagai Suatu Sistem.
Sebagai suatu sistem, pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidik-
an yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dasar atau landasan pendidikan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Pendidik-
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an nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional
sebagai suatu sistem tersebut di atas, maka prinsip penyelenggaraannya adalah :

a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural, dan kemajemukan bangsa;

b. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem
terbuka dan multimakna;

c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberda-
yaan seserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

d. Pendidikan diselenggarakan dengan member keteladanan, membangun kemau-
an, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;

e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,
menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;

f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masya-
rakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layan-
an pendidikan.

Zahar Idris (1987) mengemukakan bahwa pendidikan nasional sebagai suatu
sistem adalah karya manusia yang terdiri dari komponen-komponen yang mem-
punyai hubungan fungsional dalam rangka membantu terjadinya proses transfor-
masi atau perubahan tingkah laku seseorang sesuai dengan tujuan nasional seperti
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka mencapai tujuan nasional
itu, pendidikan merupakan salah satu sistem di samping sistem-sistem lainnya
seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, keamanan dan agama.
Sementara itu Reja Mudyahardjo dan Waini Rasyidin mengemukakan bahwa

pendidikan nasional Indonesia merupakan sistem sosial dan salah satu sektor dalam
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keseluruhan kehidupan bangsa yang sedang membangun. Dan menurut Katz dan
Kahn, sistem sosial merupakan sebuah kesatuan peristiwa atau kejadian yang
dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan.
Sebagai sistem sosial, pendidikan merupakan sistem terbuka, yaitu sistem yang
memperoleh masukan dari lingkungan dan memberikan hasil transformasinya
kepada lingkungan juga.

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan
dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur
pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil
bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur
pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran
tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang
diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pemben-

tukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

C. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Nasional.

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen-

didikan Nasional, disebutkan bahwa :

a. Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945;

b. Fungsi pendidikan nasional adalah mengambangkan kemampuan dan memben-
tuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdas-
kan kehidupan bangsa;

¢. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqgwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

Negara yang demoktatis serta bertanggung jawab.

2. Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional.

Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut :
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a. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri
(Mendikbud);

b. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan
untuk menjamin mutu pendidikan nasional;

c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-
kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikem-
bangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional;

d. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendi-
dikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyeleng-
garaan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar
dan menengah;

e. Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan mene-
ngah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal;

f. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola
pendidikan di lembaganya;

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendidikan tersebut di atas (a s/d
f), diatur dengan Peraturan Pemerintah;

h. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip
manajemen berbasis sekolah/madrasah;

i. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi,
akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;

j. Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan tersebut pada huruf h dan i
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

k. Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerin-
tah Daerah dan/atau masyarakat;

I. Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

3. Visi, Misi, dan Strategi Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi
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pembangunan pendidikan.

a. Visi pendidikan nasional adalah “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata
sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara
Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan
produktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. (Penjelasan Umum
UU No. 20 Tahun 2003).

b. Misi pendidikan nasional adalah :

1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendi-
dikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara
utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat
belajar;

3) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

4) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai
pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan
nilai berdasarkan standar nasional dan global;

5) Memberdayakan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia.

c. Strategi pendidikan nasional adalah :

1) Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;

2) Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;

3) Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;

4) Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;

5) Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;

6) Penyediaan sarana belajar yang mendidik;

7) Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan ber-
keadilan;

8) Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;

9) Pelaksanaan wajib belajar;
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10) Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11) Pemberdayaan peran masyarakat;
12) Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat;

13) Pelaksanaan poengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Pemerintah dalam Pendidikan.

Mengenai hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah

disebutkan dalam Pasal 5 s/d 12 dalam UU nO. 20 Tahun 2003, yaitu :

a.

Hak dan Kewajiban Warga Negara :

1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidik-
an yan g bermutu;

2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual,
dan/atau social berhak memperoleh pendidikan khusus;

3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat
yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;

4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak
memperoleh pendidikan khusus;

5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan
sepanjang hayat;

6) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar;

7) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadapp keberlangsungan penye-

lenggaraan pendidikan.

. Hak dan Kewajiban Orang Tua :

1) Orang tua berhak berperanserta dalam memilih satuan pendidikan dan
memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;

2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan
dasar kepada anaknya.

Hak dan Kewajiban Masyarakat :

1) Masyarakat berhak berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, penga-

wasan, dan evaluasi program pendidikan;
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2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penye-
lenggaraan pendidikan.

d. Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing,
membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan per-
aturan perundasng-undangan yang berlaku;

2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemu-
dahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi
setiap warga Negara tanpa diskriminasi;

3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh

sampai dengan lima belas tahun.

5. Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan.
Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perseorangan,
kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatanj
dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyara-
kat dapat berperanserta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidik-
an.
a. Pendidikan berbasis masyarakat :

1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada
pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan
sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat;

2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan
melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta majemen dan penda-
naannya sesuai dengan standar nasional pendidikan;

3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari
penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sum-
ber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis,
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subsidi dana, dan sumber dya lain secara adil dan merata dari Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah.
b. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah :

1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayan pendidikan yang
meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah;

2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam
peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan,
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendi-
dikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang tidak mempunyai
hubungan hierarkis;

3) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan
dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertim-
bangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawas-
an pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;

4) Ketentuan tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/

Madrasah diatur lebih lanjut dengan PP.

6. Pendidikan Lain-lain.
Selain pendidikan sekolah (formal) dan di luar sekolah (nonformal dan informal)
seperti telah diuraikan di muka, dan pendidikan agama yang akan dibahas khusus
dalam Bab VI, terdapat juga pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan,
pendidikan jarak jauh, serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan yang diselenggarakan
sebelum jenjang pendidikan dasar, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan
melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pada jalur pendi-
dikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau
bentuk lain yang sederajat. Pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok
Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pada
jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang

diselenggarakan oleh lingkungan. Kesemuanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
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Pemerintah (PP).

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh
Departemen (sekarang Kementerian) atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
Pendidikan ini berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam
pelaksaan tugas tuigas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu
kementerian atau LPNK. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendi-
dikan formal dan nonformal, yang pengauran lebih lanjut diatur dengan PP.

Pendidikann jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan. Pendidikan ini berfungsi memberikan layanan kepada kelompok
masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular.
Pendidikan ini diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang
didukung oleh sarana dan layanan belajar serta system penilaian yang menjamin
mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ketentuan lebih lanjut
pendidikan jarak jauh diatur dengan PP.

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istime-
wa. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah
terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan tidak mampu dari
segi ekonomi. Ketentuan tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus

diatur dengan PP.

. Bahasa Pengantar.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengatar dalam pendidik-
an nasional. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam
tahap awal pendidikan jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau
keterampilan tertentu. Bahasa asing pun dapat digunakan sebagai bahasa pengan-
tar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa
asing peserta didik. Sekarang ini penggunaan bahasa asing sudah mulai marak, baik
di tingkat SD, SLTP, dan SLTA, misalnya dengan sekolah bilingual. Artinya, di sekolah

bersangkutan diajarkan juga bahasa asing, yang umumnya bahasa Inggris. Bahkan
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10.

sudah ada juga program pemerintah yang mengkhususkannya yaitu RSBI atau SBI
(Rintisan Sekolah Berbasis Internasional) atau Sekolah Berbasis Internasional dalam
menjemput era globalisasi, sehingga mau tidak mau bahasa Inggris dijadikan bahasa

pengantarnya.

. Wajib Belajar.

Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib
belajar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib
belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Waijib
belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Ketentuan tentang

wajib belajar ini diatur lebih lanjut dengan PP.

. Standar Nasional Pendidikan.

Satandar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, bembiayaan, dan penilai-
an pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar
nasional pendidikan ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Pengembangan
standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya
secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan
pengendalian mutu pendidikan. Ketentuan lebih lanjut tentang standar nasional

pendidikan ini diatur dengan PP.

Kurikulum.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua
jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai
dengan satuan pendidikan, potensi, daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun
sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI, dengan memperhatikan :
a. Peningkatan iman dan takwa;

b. Peningkatan akhlak mulia;
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. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
. Tuntutan dunia kerja;
. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
. Agama;
Dinamika perkembangan global;
Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
. Pendidikan agama;
. Pendidikan kewarganegaraan;
. Bahasa;
. Matematika;
. llmu pengetahuan alam;
. llmu pengetahuan sosial;
. Seni dan budaya;
. Pendidikan jasmani dan olah raga;
Keterampilan/kejuruan;
Muatan lokal.
Kurikulum pendidiian tinggi wajib memuat :
. Pendidikan agama;
. Pendidikan kewarganegaraan;

. Bahasa.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah dite-

tapkan oleh pemerintah. Dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap
kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordi-
nasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama Kabupaten/Kota

untuk pendidikan dasar, dan Pemerintah Provinsi untuk pendidikan menengah.

Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang ber-

sangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap prog-

ram studi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan
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oleh perguruan tinggi bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional

pendidikan untuk setiap program studi.

11. Pengembangan Kebudayaan.

Pendidikan nasional haruslah bersifat fungsional, yaitu berfungsi untuk kepenting-
an kelembagaan masyarakat menuju perkembangan kehidupan bangsa yang
menyangkut pengembangan pribadi dan watak bangsa. Sebab keduanya merupa-
kan criteria dasar dalam upaya mewujudkan suatu sistem pendidikan nasional.
Kepentingan pengembangan bangsa tersebut dapat dilihat dan dipahami melalui
proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sedangkan Pancasila dan Pembukaan
UUD 1945 merupakan pandangan hidup, kepribadian, dan tujuan hidup nasional.
Penjabaran secara konstitusionalnya dapat dilihat melalui UUD 1945 dalam rangka
mewujudkan cita-cita nasional. Semua itu hanya dapat diwujudkan secara nyata
dengan usaha pembangunan nasional baik yang bersifat fisik-material maupun
mental-spiritual yang multi dimensional, yang meliputi bidang ideologi politik,
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.. Salah satu bidang pemba-
ngunan dimaksud, yaitu bidang sosial budaya, di antaranya adalah sektor pendidik-
an. Sektor pendidikan dianggap amat sangat penting dan utama karena merupa-
kan investasi sumber daya manusia. Negara akan maju jika sumber daya manusia-
nya berkualitas jasmani dan rohaninya, terutama dalam aspek intelektual, emosio-
nal, dan spiritualnya. Dalam konteks ini pengembangan sumber daya manusia pada
hakekatnya adalah proses kebudayaan.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi aspek fisik, psikis,
dan sosial, perlu diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga oleh karenanya
diperlukan pendekatan-pendekatan yang baik. Pendidikan nasional dalam rangka
pengembangan kebudayaan adalah dengan pendekatan kultural, yaitu usaha-usaha
mengadakan perubahan-perubahan menuju keadaan yang lebih baik dengan tetap
menjaga keseimbangan hidup manusia baik sebagai individu (pribadi), sebagai
anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara, yang
dikaitkan dengan hubungannya dengan alam dan lingkungan sekitarnya, dengan

bangsa-bangsa di dunia, dan dengan Tuhannya. Pendekatan kultural ini harus
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memperhatikan sejarah dan peradaban/kemajuan bangsa, baik dalam ruang
lingkup nasional, kawasan, maupun internasional.

Demikianlah, pengembangan kebudayaan harus diartikan secara luas sesuai de-
ngan wujudnya yang meliputi wujud ideal yang abstrak, karena berupa hasil
pemikiran manusia, wujud sosial, berupa aktivitas kehidupan manusia sehari-hari,
dan wujud fisik, berupa hasil karya. Maka wujud pengembangan budaya ini
hendaknya mencakup proses pemikiran manusia Indonesia yang diarahkan pada
peningkatan wawasan pengetahuan untuk pembangunan manusia seutuhnya,
aktivitas manusia Indonesia dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungan
sekitar yang berpedoman pada nilai-nilai agama dan Pancasila, serta hasil karya

manusia Indonesia yang disumbangkan demi kemajuan bangsa dan negara.
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BAB Il
PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP
DAN BERBAGAI IMPLIKASINYA

A. KONSEP PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

Pada prinsipnya pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam
lingkungan rumah tangga atau keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendi-
dikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Konsep pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjnag hayat, merumuskan
suatu asas bahwa pendidikan adalah suatu proses yang terus-menerus (continue) dari
bayi sampai meninggal dunia. Konsep ini sesuai dengan konsep Islam sebagaimana
hadits Nabi Besar Muhammad Saw., “Utlubul ilma minal mahdi ilallahdi” (Menuntut
ilmu dari mulai buaian sampai ke liang lahat).

Ide atau gagasan pendidikan seumur hidup dalam sejarah pendidikan yang diawali
dengan pernyataan Nabi Besar Muhammad Saw. tersebut telah lama, akan tetapi baru
populer sejak terbitnya buku Paul Langrend yang berjudul “An Introduction to Life Long
Education” sesudah Perang Dunia Il, yang kemudian diambil alih oleh “International
Commision on the Development of Education” PBB (UNESCO). Istilah pendidikan
seumur hidup (Life Long Integrated Education) tidak dapat diganti dengan istilah-istilah
lain sebab isi dan luasnya (scope) tidak persis sama, seperti Out of School Education,
Continuining Education, Adult Edecation, Further Edu-cation, Recurrent Education),
dsb.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, dikenal adanya pendidikan sekolah (pendi-
dikan formal), dan pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal dan informal).
Pendidikan luar sekolah dibagi dua, yaitu yang dilembagakan dan yang tidak dilemba-
gakan.

Pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, yang
teratur, sistematis, mempunyai jenjang, dan pelaksanaannya dibagi dalam waktu-
waktu tertentu yang berlangsung dari mulai taman kanak-kanak sampai perguruan
tinggi. Memang sekolah bukan satu-satunya tempat bagi setiap orang untuk belajar.

Namun perlu disadari bahwa sekolah merupakan tempat dan periode yang sangat
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strategis bagi pemerintah dan masyarakat dalam membina seseorang untuk meng-
hadapi masa depannya.

Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan adalah semua bentuk pendidikan yang
diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah dan berencana di luar kegiatan
persekolahan. Di sini, tenaga pengajar, fasilitas, cara penyampaian materi atau bahan
jar, dan waktu yang dipakai, serta komponen-komponen lainnya disesuaikan dengan
keadaan peserta didik agar mendapatkan hasil yang baik. Bagi masyarakat kita yang
masih banyak dipengaruhi oleh proses belajar tradisional, maka pendidikan luar
sekolah yang dilembagakan merupakan cara yang baik dan mudah, dan mendorong
masyarakat mau belajar, karena proses pembelajarannya dapat disesuaikan dengan
keadaan lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan luar sekolah yang dilem-
bagakan bersifat fungsional dan praktis, serta pendekatannya lebih luwes (fleksibel).
Calon peserta didiknya (raw input) adalah :

1. Penduduk usia sekolah yang tidak mendapat kesempatan bersekolah.

2. Orang dewasa yang tidak pernah bersekolah.

3. Siswa sekolah yang putus sekolah (drop-out), baik dari pendidikan tingkat dasar,
menengah, atau pun tinggi.

4. Siswa yang telah lulus dalam satu jenjang dan jalur pendidikan sekolah, tetapi tidak
dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

5. Orang yang telah bekerja, dan ingin menambah keterampilan lain.

Lembaga pendidikan luar sekolah yang dilembagakan wujudnya adalah lembaga
pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup,
pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perem-
puan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidik-
an kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampu-
an peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga
pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim,
serta satuan pendidikan yang sejenis.

Pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan dikenal dengan pendidikan
informal. Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan,

berbentuk kegiatan belajar mandiri. Juga merupakan proses pendidikan yang diperoleh
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seseorang dari pengalamannya sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, yang pada

umumnya tidak teratur dan tidak sistematis, seperti di dalam keluarga (rumah tangga),

tetangga, pekerjaan, hiburan, pasar, dll. Namun demikian, pengaruh dan peranannya

sangat besar dalam kehidupan seseorang, karena :

1. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama bagi setiap
orang. Setiap orang sejak anak-anak, remaja dan dewasa akan lebih banyak berada
di rumah, dan pada masa itulah diletakkan dasar-dasar kepribadian seseorang.

2. Pendidikan di lingkungan masyarakat adalah pendidikan sekaligus tempat praktek
dalam kehidupan yang sebenarnya, sehingga orang akan menimba pengalaman,

pengetahuan, keterampilan, sehingga bermanfaat dalam kehidupannya.

Adapun perbedaan antara pendidikan sekolah dengan pendidikan luar sekolah

yang dilembagakan dan yang tidak dilembagakan dapat dilihat dalam matrik di bawah

ini.
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN LUAR
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
No. | KETERANGAN SEKOLAH YANG DI-
SEKOLAH LEMBAGAKAN YANG TIDAK
DILEMBAGAKAN
1 2 3 4 5
1. | Tempat berlang- Di gedung sekolah | Dapat diluar dan di Di mana saja sese-
sung dalam sekolah orang berada
2. | Syarat untuk Usia dan tingkat Kadang ada, namun
mengikuti pendidikan yang tidak memegang pe- | Tidak ada
tertentu ranan penting
3. | Jenjang pendidik- | Ada jenjang yang Biasanya tidak ada Tidak ada
an ketat
4. | Program Ditentukan secara
t[e|l‘tl untuk tiap Ada program Tidak ada
jenjang dalam tertentu
bentuk tertulis
5. | Bahan pelajaran Akad'em|s dan Praktis dan khusus Tidak ada yang di-
bersifat umum tentukan
6. | Lama pendidikan Memakar‘1 waktu Relatif singkat Sepanjang hidup
yang panjang
7. US|? yang menja- | Relatif berusia sa- Tidak perlu sama Semua usia
lani ma
8. | Penilaian Ada ujian secara Ada juga, biasanya Tidak ada ujian a-
formal dengan diberi ijazah atau su- | tau penilaian siste-
pemberian ijazah rat keterangan matis

53




9. | Penyelenggaraan | Pemerintah atau Pemerintah atau Tidak ada badan
swasta swasta tertentu
10. | Metode mengajar | Menurut metodo- Dapat mengikuti me-
logi tertentu tode tertentu, wa- Tidak ada
laupun tak selalu
11. | Tenaga pengajar Harus mempunyai Tidak selalu mempu-
wewenang berda- nyai ijazah sebagai Tidak ada
sarkan ijazah dan Zn zJ{ar &
diangkat untuk itu pengal
12. | Administrasi Sistematis dan uni- .
. Ada, walaupun tidak .
form untuk tiap . . Tidak ada
. begitu uniform
tingkat sekolah
13. | Ditinjau sejarah Paling akhir Lebih tua dari pendi- | Sejak ada manusia
dikan formal di dunia ini

Sumber : Zahara Idris. 1992. Pengantar Pendidikan 2. hal. 116.

B. TUJUAN DAN DASAR PEMIKIRAN PENTINGNYA PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

1. Tujuan Pendidikan Seumur Hidup.

a. Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan haki-

b. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manu-

katnya, yakni seluruh aspek pembaurannya seoptimal mungkin;

sia bersifat hidup dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung seumur hidup.

2. Dasar Pemikiran Pentingnya Pendidikan Seumur Hidup.

Pendidikan seumur hidup sangat penting ditinjau dari berbagai aspek, yaitu :

a.

Ideologis.

Setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan
pengajaran yang memungkinkan dia memiliki kepribadian yang luhur, peningkat-
an ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan potensinya sesuai

dengan kebutuhan hidupnya;

. Ekonomis.

Manusia dalam hidupnya harus keluar dari “lingkaran setan kemiskinan” karena
kebodohan yang menyebabkan kemiskinan, dan sebaliknya kemiskinan menye-
babkan kebodohan. Pendidikan seumur hidup memungkinkan orang :

1) Meningkatkan produktivitasnya;
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2) Memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya;

3) Memungkinkan hidup dalam lingkungan yang sehat dan menyenangkan;

4) Memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya secara tepat.
. Sosiologis.

Pendidikan seumur hidup merupakan pemecahan masalah pendidikan, karena
bukan hanya pendidikan formal tetapi juga pendidikan nonformal dan informal
yang memungkinkan orang tua dan anak-anaknya mendapat kesempatan luas
kendati tidak memperoleh pendidikan formal.

. Filosifis.

Secara filosofis, pendidikan seumur hidup akan memberikan dasar bagi kehidup-
an bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

. Politis.

Pendidikan seumur hidup menanamkan pentingnya sendi-sendi demokrasi, hak
dan kewajiban negara/pemerintah dan rakyat, pelaksanaan pemerintahan dan
penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan seluruh rakyat, sehingga
pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap orang.
. Teknologis.

Kemajuan zaman ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
(iptek). Hal ini menyebabkan manusia dan masyarakat harus terus mengikuti
perkembangannya agar tidak ketinggalan. Bukan saja para ahli dan sarajana yang
harus terus mengikuti perkembangan kemajuan ini, tetapi termasuk juga masya-
rakat umum. Maka pendidikan seumur hidup sangat diperlukan.

. Psikologis dan Pedagogis.

Harus diakui bahwa perkembangan iptek yang sangat pesat berdampak terhadap
berbagai konsep, teknik, dan metode pendidikan. Dengan semakin luas dan
kompleksnya ilmu pengetahuan, maka tidak mungkin lagi diajarkan sepenuhnya
kepada peserta didik di sekolah. Karena itu tugas utama sekolah adalah
mengajarkan bagaimana cara belajar, menanamkan motivasi yang kuat dalam
diri anak untuk belajar terus-menerus sepanjang hidupnya, memberikan keteram

pilan secara tetap dan cepat, dan mengembangkan daya adaptasi yang besar
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dalam dirinya.

3. Kepentingan Pendidikan Seumur Hidup.

Pendidikan seumur hidup akan meningkatkan persamaan distribusi pelayanan

pendidikan, memiliki implikasi ekonomi yang menyenangkan, alternatif dalam

menghadapai struktur sosial yang cenderung selalu berubah, mengantarkan pada

peningkatan kualitas hidup, dsb. Beberapa hal tentang pentingnya pendidikan

seumur hidup dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pertimbangan Ekonomi.
Dengan pesatnya perkembangan iptek, maka dunia pendidikan pun terus ber-
kembang, yang mengakibatkan berkompetisinya lembaga-lembaga pendidikan
terutama dalam kualitasnya. Munculah penggolongan lembaga pendidikan
pavorit, unggulan, plus, dll. yang membawa dampak mahalnya biaya pendidikan.
Hal ini berakibat keraguan pada masyarakat untuk mampu membiayai pendidian
anak-anaknya. Di negara-negara berkembang, tampaknya hal ini sudah sampai
pada tahap yang memprihatinkan.

Terdapat pengakuan adanya hubungan erat antara pendidikan dengan
pertumbuhan ekonomi serta kehidupan sosial. Karena itu perlu pemikiran per-
ubahan radikal organisasi pendidikan. Sistem pendidikan berfungsi sebagai basis
untuk memperoleh tipe baru yang secara ekonomis berharga dan menguntung-
kan masyarakat. Dalam hal ini kendati pendidikan seumur hidup tidak secara
langsung dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan keuntungan, tetapi yang
lebih penting adalah meningkatkan kualitas hidup, memperbesar pemenuhan
diri, melapaskan diri dari kebodohan, kemiskinan, dan eksploitasi.

b. Keadilan.
Tuntutan akan adanya persamaan serta kesempatan dalam memperoleh pendi-
dikan, terus digaungkan oleh masyarakat, lebih-lebih hal tersebut tercantum
dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yaitu :
(1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya.
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Pendidikan di Indonesia merupakan warisan kolonial, sehingga dulu pendi-
dikan itu diperuntukkan bagi memenuhi kebutuhan pemerintah yang tentu saja,
membatasi perkembangan nasional dalam kesamaan hak untuk mendapat
pendidikan. Yang diterima bersekolah hanya mereka yang berduit dan keturunan
ningrat serta mau “kerjasama” dengan pemerintah. Menurut Hasbullah (2005:
77), di zaman sekarang ini pendidikan berjalan untuk mempertahankan status-
qguo, di mana siswa dididik untuk menyesuaikan diri dengan posisi sosial tertentu
dan untuk melestarikan tatanan yang sudah ada. Tampaknya pengetahuan yang
diberikan di sekolah tradisional tidak ubahnya seperti menyampaikan komoditas
kepada konsumen, dan ketidaksamaan dipertahankan oleh pengaruh kontrol
pendirian pendidikan yang ingin menyampaikan pengetahuan dengan cara yang
cepat. Konteks ini berbeda dengan pendidiikan seumur hidup yang pada prinsip-
nya bertujuan untuk mengeliminasi peranan sekolah sebagai alat untuk melesta-
rikan ketidakadilan.

. Peranan Keluarga.

Menurut Coleman (Hasbullah, ibid, hal. 78), keluarga berfungsi sebagai sentral
sumber pendidikan pada waktu silam. Situasi sekarang telah berubah sehingga
peranan keluarga dalam mendidik anak sedikit demi sedikit berkurang, yang
dapat dilihat dalam bidang moral, afektif, dan pendidikan sosial. Pendidikan
seumur hidup dapat memperlengkapi kerangka organisasi yang memungkinkan
pendidikan mengambil alih tugas yang dulunya ditangani keluarga. Dengan
demikian, pendidikan seumur hidup akan memperluas sistem pendidikan
sehingga dapat menjangkau anak-anak awal dan orang dewasa.

. Perubahan Peranan Sosial.

Pendidikan seumur hidup harus berisi elemen penting yang kuat dan memainkan
peranan sosial yang sangat beragam untuk mempermudah individu melakukan
penyesuaian terhadap perubahan hubungan antar masyarakat.

. Perubahan Teknologi.

Pertumbuhan teknologi menyebabkan peningkatan penyediaan informasi yang
berakibat pada meningkatnya u